BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pasal 42 ayat (1) PP 24/1997, apabila terjadi peralihan hak
karena pewarisan terhadap bidang tanah yang sudah didaftar dan/atau hak milik
atas satuan rumah susun, maka terhadap hak atas bidang tanah dan/atau hak
milik atas satuan rumah susun tersebut harus dilakukan balik nama dari semula
atas nama pewaris menjadi nama ahli waris. Kemudian, penerima hak atas tanah
dan/atau hak milik atas satuan rumah susun sebagai warisan tersebut wajib
mendaftarkan peralihan hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah
susun tersebut ke Kantor Pertanahan dengan membawa sertipikat hak yang
bersangkutan®’®, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang
haknya, akta pembagian waris (apabila ahli waris lebih dari 1) dan surat tanda
bukti sebagai ahli waris.}”” Namun, dalam PP 24/1997 tidak menjelaskan lebih
lanjut apa saja yang digolongkan sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris.
Jenis-jenis Surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud dalam
pasal 42 ayat (1) PP 24/1997 diatur dalam pasal 111 ayat (1) huruf ¢ Peraturan
Menteri 3/1997. Berdasarkan pasal 111 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Menteri
3/1997, surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa wasiat dari pewaris,
putusan pengadilan, penetapan hakim/Ketua Pengadilan'’® atau Keterangan
Hak Waris. Keterangan Hak Waris sendiri terbagi menjadi 3 jenis yaitu Akta

Keterangan Hak Waris atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan

176 Apabila bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftarkan, maka Ahli waris wajib

menyerahkan surat bukti hak sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 atau Surat
Keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai
bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 dan surat
keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari
kantor Pertanahan (BPN).

177 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
178 Namun, Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk mengeluarkan

penetapan/fatwa waris telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor
26/TUADA-AG/I11-UM/VI1/1993. Oleh karena itu, Setelah adanya SEMA ini, maka
Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri hanya berwenang mengeluarkan putusan untuk
menetapkan ahli waris apabila terdapat sengketa yang diajukan ke pengadilan.
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Ahli Waris. Perbedaan antara Akta Keterangan Hak Waris atau Surat Penetapan
Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris terlihat dari proses pembuatannya.
Berdasarkan pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri 3/1997, Akta
Keterangan Hak Waris dibuat oleh Notaris untuk Warga Negara Indonesia
keturunan Tionghoa. Sedangkan bagi Warga Negara Indonesia Bumiputera,
Keterangan Hak Waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2
orang saksi, kemudian dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat
setempat. Sedangkan bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing
Lainnya, Keterangan Hak Waris dibuat oleh Badan Harta Peninggalan dalam
bentuk Surat Keterangan Waris. Pembedaan prosedur pembuatan Keterangan
Hak Waris tersebut mengakibatkan adanya perbedaan kekuatan pembuktian
antara Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris, Surat Keterangan
Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dan Surat Keterangan Waris yang
dibuat oleh Badan Harta Peninggalan. Akibat dari perbedaan kekuatan
pembuktian tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan
pasal 26 ICCPR yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU
12/2005.

UU PDRE dibuat dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk
tindakan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) UU PDRE
mengatur mengenai kualifikasi dari tindakan diskriminatif, yaitu segala bentuk
pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan
etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan, pengakuan,
perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam
suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU PDRE diatas, dapat disimpulkan bahwa
pembedaan prosedur pembuatan Keterangan Hak Waris merupakan bentuk dari
tindakan diskriminatif. Hal ini dikarenakan, pembedaan tersebut
mengakibatkan pengurangan, pengakuan dan perolehan hak asasi manusia,
khususnya hak untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak
untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat

(1) UUD 1945. Selain itu, untuk mengetahui peraturan mana yang harus diubah,
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diperbaharui atau di cabut, maka digunakan asas Lex Superiori Derogate Legi
Inferiori. Asas Lex Superiori Derogate Legi Inferiori menyatakan bahwa
peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi  hierarkinya
mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Pengaturan mengenai
kedudukan/hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7 ayat
(1) UU 12/2011. Berdasarkan hierarki tersebut, dapat diketahui bahwa
kedudukan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang lebih tinggi dibanding
Peraturan Menteri. Oleh karena itu, berdasarkan asas Lex Superiori Derogate
Legi Inferiori, apabila isi Peraturan Menteri 3/1997 bertentangan dengan isi
UUD 1945 dan UU PDRE, maka isi UUD 1945 dan UU PDRE harus
dinyatakan berlaku dan ketentuan yang bertentangan tersebut harus diabaikan
untuk menjamin kepastian hukum. Oleh sebab itu, karena pasal 111 ayat (1)
huruf ¢ Peraturan Menteri 3/1997 bertentangan dengan UUD 1945 dan UU
PDRE, maka Peraturan Menteri 3/1997 tersebut diperbaharui atau dicabut.

5.2 Saran
Berikut ini adalah beberapa saran dari penulis mengenai persoalan diatas:

e Sebagimana yang telah dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwa pasal
111 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Menteri 3/1997 merupakan pasal yang
bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, sejalan dengan perintah pasal 7
UU PDRE, maka, terhadap para pemangku kepentingan, khususnya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang segera mengubah atau
memperbaharui pasal 111 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Menteri 3/1997.
Hal ini dikarenakan, apabila terjadi sengketa di pengadilan mengenai
bukti sebagai ahli waris (Keterangan Hak Waris), maka akan berpotensi
merugikan salah satu pihak.

e Selama pasal 111 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Menteri 3/1997 belum
diubah, maka ahli waris dapat menggunakan wasiat dari pewaris sebagai
tanda bukti ahli waris, atau menggunakan putusan pengadilan sebagai

tanda bukti sebagai ahli waris.
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Menurut Penulis, Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agraria dan
Tata Ruang) perlu membuat peraturan yang khusus mengatur mengenai
Keterangan Hak Waris, khususnya mengenai tata cara pembuatan
keterangan hak waris, format keterangan hak waris, isi keterangan hak
waris, jangka waktu pembuatan keterangan hak waris.

Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kemungkinan
untuk dilakukan unfikasi dalam membuat keterangan hak waris dan
meneliti siapa pejabat yang paling berwenang untuk membuat

keterangan hak waris tersebut agar terjadi keseragaman.
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